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ABSTRAK 
 
Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFISIENSI FUNGSI 
PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI 
DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Tenaga 
Kerja Asing (TKA) ditengah era ASEAN Economic Community (AEC), serta 
untuk mengetahui pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang 
bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang dan 
konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan dan konfirmasi dengan pelaksana undang-undang. 
Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hadirnya AEC sebagai wadah 
untuk meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara memiliki salah satu fokus 
yaitu memperluas pasar tenaga kerja terampil. Provinsi DKI Jakarta sebagai 
ibukota Republik Indonesia menjadi sasaran strategis tenaga kerja asing untuk 
bekerja di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, fungsi pengawasan terhadap 
penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja 
sama dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Koordinasi dilakukan 
antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta 
pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
DKI Jakarta. Selain itu, pengawasan ditambah dengan adanya Tim Pemantauan 
Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing dari 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi 
gabungan pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan adanya 
pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing di DKI Jakarta. 
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang mengatur tentang pengendalian, penggunaan, dan pengawasan Tenaga Kerja 
Asing. Undang-Undang Keimigrasian melingkupi pengawasan lalu lintas 
keimigrasian beserta penegakan hukumnya. Peraturan mengenai pedoman dan tata 
cara pengawasan tenaga kerja asing di daerah. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum 
efisien, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat dalam 
menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi pedoman dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sudah 
memadai hanya saja implementasinya belum dilaksanakan dengan optimal dan 
efisien. 
 
Kata Kunci: Pengawasan, Tenaga Kerja Asing, DKI Jakarta, ASEAN Economic 
Community (AEC). 
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ABSTRACT 
 
Galih Putra Destianto. 2019. E0015159. EFFICIENCY THE SUPERVISORY 
FUNCTION OF FOREIGN LABOR IN DKI JAKARTA PROVINCE IN THE 
ERA OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. Legal Writing. Faculty of Law, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the supervision by the central government and 
the regional goverment of DKI Jakarta Province on Foreign Labour in the middle 
of the era ASEAN Economic Community (AEC), and also to knows the guidelines 
and legislation to carrying out the suppervisory function of foreign labour. 
This research is a normative legal research or doctrinal research with a 
statute and conceptual approach. This research uses sources of legal material 
consisting of primary and secondary legal materials. Legal material collection 
techniques are carried out by library research and confirmation with 
implementing the law. Technical analysis of legal materials uses deductive 
syllogism analysis techniques. 
Based on the results of the research and discussion, the presence of AEC as a 
forum to improve the economy in Southeast Asia has one focus to expanding the 
market for skilled labor. The Province of DKI Jakarta as the capital city of the 
Republic of Indonesia is a strategic target of labor for Indonesia. Overcoming 
this, the supervisory function of the use of foreign labor is carried out by the 
central goverment in collaboration with the regional government of DKI Jakarta 
province. Coordination is carried out between the Ministry of Manpower, the 
Ministry of Law and Human Rights, and DKI Jakarta government through DKI 
Jakarta Manpower and Transmigration Office. In addition, supervision was 
added to the presence of the foreign Monitoring Team, Foreign Community 
Organizations, and Foreign Labor from DKI Jakarta Government whose member 
consisted of various joint goverment companies. To implement this, guidelines 
and legislation are needed as a legal protect in carrying out the supervision of 
foreign labor in DKI Jakarta. The legislation is the Manpower Act which 
regulates controlling, use and supervision of foreign labor. The Immigration Act 
about supervision of immigration traffic along with law enforcement. Regulations 
concerning about guidelines and procedures for supervising foreign labor in the 
Province of all Indonesia area. 
The conclusion in this study is that the supervison carried out by the central 
goverment in collaboration with DKI Jakarta Government has not been efficient, 
this is due to the existence of several inhibiting factors in carrying out the 
supervisory function. However, the guidelines and legislation relating to the 
supervision of foreign labor are adequate, but the implementation has not been 
implemented optimally and efficiently.  
 
Keywords: Supervision, Foreign Labor, DKI Jakarta, ASEAN Economic 
Community (AEC). 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-
Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul “EFISIENSI FUNGSI 
PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI 
DKI JAKARTA PADA ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY” dengan 
baik dan lancar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pada bulan April tahun 2018 lalu, Presiden RI mengeluarkan kebijakan 
mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Yang mana hal tersebut langsung 
disambut dengan demonstrasi serikat pekerja dalam memperingati hari buruh 
internasional “Mayday” pada 1 Mei 2018. Berdasarkan hal tersebut, banyak 
pemberitaan maupun pembicaraan orang-orang mengenai tenaga kerja asing ilegal 
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Guna mengatasi 
keributan yang ada di masyarakat, penulis berusaha menuangkan segala kritik dan 
saran untuk bangsa dan negara ini melalui penulisan hukum (skripsi) ini. 
Substansi daripada penulisan hukum (skripsi) ini adalah meneliti dan mengkaji 
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing ditengah era ASEAN 
Economic Community, khususnya di provinsi DKI Jakarta agar dapat mewujudkan 
persaingan tenaga kerja yang sehat dan menciptakan hubungan industrial yang 
harmonis. 
Proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dapat berjalan dengan baik 
dan lancar berkat dukungan, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Motivasi tidak 
datang dari diri sendiri, namun juga dari berbagai pihak disekeliling penulis. Oleh 
karenanya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan rezeki yang tak terduga 
diberikan kepada penulis;  
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta; 
x 
3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut R. H, S.H., M.M, selaku Ketua Bagian Hukum 
Administrasi Negara yang telah membantu dalam penulisan hukum (skripsi) 
ini, khususnya dalam memberikan arahan kepada penulis dengan dosen 
pembimbing; 
4. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademis yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
5. Bapak Purwono Sungkowo Raharjo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 
yang telah memberikan waktu, kritik, dan saran, sehingga penulisan hukum 
(skripsi) ini dapat berjalan dengan baik dan lancar; 
6. Ibu Wida Astuti S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua yang juga telah 
banyak membantu dalam proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini; 
7. Bapak Dona Budi Kharisma, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan 
dan pengalaman kepada penulis untuk menjadi bagian sebagai asisten peneliti 
dan asisten dosen; 
8. Bapak Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H, yang telah memberikan saran kepada 
penulis, pada saat awal pengajuan judul penulisan hukum (skripsi) ini; 
9. Tim Pengelola Penulisan Hukum (Tim PPH) Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam 
menyelenggarakan teknis penulisan hukum (skripsi) ini; 
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat kepada penulis 
selama menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum hingga terselesaikannya 
penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 
11. Bapak Hananto, selaku kepala Subbidang Intelijen dan Penindakan 
Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, 
yang telah memberikan waktu dan pemikirannya sebagai penunjang dalam 
proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini; 
12. Bapak Suwarno, selaku pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, yang juga telah memberikan waktu 
dan pemikirannya kepada penulis sebagai penunjang dalam proses penyusunan 
penulisan hukum (skripsi) ini; 
xi 
13. Kedua Orang Tua penulis, Budi Kuswanto dan Watini Supriyatun yang tiada 
henti memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan materiil yang tak ternilai, 
semoga kelak penulis bisa membalas dengan kebahagiaan meskipun takkan 
pernah bisa sepadan balasan yang diberikan. Dan juga kakak penulis, Amelia 
Anzani terima kasih telah membantu dalam segala hal hingga penulis mampu 
menyelesaikan studi ini; 
14. Andina Larasati yang selalu mendampingi, memberikan semangat, 
memberikan kebahagiaan dan nasihat dalam proses penyusunan skripsi; 
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Orientasi Mahasiswa Baru tahun 2015. Teman disaat penulis kebingungan 
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SATU JIWA PERSIJA-AREMA! 
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FAMILIA. Hafiz, Ghani, kurnia, reinan, deni, raju, jelang (mancak/cakman), 
nabnab, hilmi, aji, sandi, bintang, ben, haekal, mamat, pedro, terima kasih telah 
meramaikan hari-hari kuliahku. Semangat selalu kawan, jangan lupakan 
persaudaraan yang telah dilahirkan, pertahankan silaturahim; 
18. Warga Pemasyarakatan S-Kost, haekal, ben, bintang, clement, syafril. Terima 
kasih telah menggedor-gedor pintu dan jendela kamar penulis, mengingatkan 
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Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi masa 
depan penulis; 
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